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PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Pps

e\ tre T z
Pl S 1)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,  XXXXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Serabutan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX,
Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Pulang Pisau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Pps,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 atau bertepatan dengan 16
Syawal 1440 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXX
tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat
tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat di Jalan
XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) tahun 5 (bulan) bulan sampai
akhirnya berpisah;
4, Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , tempat lahir Pulang
Pisau, tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX;

dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh

Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak harmonis

lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
5.1. Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi kerja
tetapi sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah memberi
kabar kepada Penggugat;

5.2. Tergugat juga membawa semua barang-barang milik
Tergugat;
5.3. Tergugat sempat pulang lalu memberikan surat

pernyataan ikrar talak kepada Penggugat;
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5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan November

tahun 2021,
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan November 2021 dimana Tergugat keluar dari kediaman
orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau dan sekarang tinggal
di kediaman keluarga Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau sehingga
kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki
itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9
(sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau
berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak
tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25
Maret 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014
(nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi
tanda P.1;

- Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal
XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
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P.2;
B. Saksi:

1. SAKSI I, tanggal lahir, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXX,
Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang
Pisau, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang sabh;

- Bahwa menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan
Maliku, Kabupaten Pulang Pisau selama 2 tahun 5 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 2 tahun 2
bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan Tergugat ingin berhenti bekerja di kebun
sawit namun Penggugat tidak mengizinkannya sehingga Tergugat
berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja, namun tidak kembali
ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi kabar kepada
Penggugat, Tergugat sempat pulang kediaman bersama namun
hanya memberikan surat pernyataan talak kepada Penggugat dan
tidak pernah lagi memberikan nafkahnya sejak bulan November
2021;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan
November 2021 hingga sekarang sudah berjalan lebih 9 (sembilan)
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bulan. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah
orang tua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dan
tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX,
Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pulang
Pisau Pisau, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang sabh;

- Bahwa menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau selama 2 tahun 5 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX, berusia 2 tahun 2 bulan
yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang ingin bekerja di luar daerah
namun Penggugat tidak mengizinkan, lalu Tergugat berpamitan
kepada Penggugat untuk bekerja, namun tidak pulang ke rumah
kediaman bersama dan tidak memberi kabar kepada Penggugat,
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Tergugat sempat pulang namun hanya memberikan surat pernyataan
talak kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan
nafkahnya sejak bulan November 2021;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan
November 2021 hingga sekarang sudah berjalan lebih 9 (sembilan)
bulan;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar
dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas
dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan
Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan
bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2
telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis
Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa
P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis
Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah
mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari
Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan
Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil
sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip
yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang
Pisau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat,
membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh
karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya dimuka persidangan, dan selengkapnya

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan
rumah tangga, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan
rumah tangga, yang mana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran hingga pisah rumah selama lebih sembilan bulan lamanya
tanpa adanya komunikasi yang baik adalah fakta yang dilihat sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat
mengenai telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di
ketahui secara pasti oleh saksi, adanya pisah tempat tinggal tanpa komunikasi
yang baik dan tanpa mempedulikan antara satu sama lain. sehingga
keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah di Kecamatan Maliku, dengan akta nikah  Nomor
XXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pulang
Pisau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2021 yang lalu, antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus tanpa saling pedulikan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih
kurang sembilan bulan lamanya tidak pernah kumpul lagi sebagaimana
layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak

mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak rukun lagi karena Tergugat yang berselisih dengan Penggugat sehingga
pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling mempedulikan telah
membuktikan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang tidak ada
harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat
disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai
dengan Tergugat. Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya
dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah
yang sangat lama. Disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar
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persidangan oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil. Penggugat tetap
dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan lamanya pisah tempat tinggal dan tidak
pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada komunikasi
yang baik dan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing, telah
menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah
tidak ada ikatan lahir dan batin lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang
demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya
daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini
sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada
ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah
perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan
tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-
masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat
para ulama’, sebagaimana terrcantum di dalam Kitab Figh Sunnah Jilid I

halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aul aalls uolall Lgéalla, 3iusg go il (ublall Ho wllas yl lgd j92u

Logins o VI £ jxe 9 piadl cans 15l

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap
suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila
nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya

sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan
yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
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4, Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah. Oleh Erpan, S.H.,
M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor
103/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal
permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Ibramsyah, S.H., sebagai Panitera Sidang serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Erpan, S.H. M.H.,

Panitera,
ttd

Ibramsyah,S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2 Proses Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00

4, PNBP Panggilan Rp  20.000,00
5 Redaksi Rp  10.000,00
6. Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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